
 
 
 

BUPATI  ASMAT 
PROVINSI PAPUA 

 

PERATURAN  BUPATI  ASMAT 

NOMOR  34  TAHUN  2022 
 

TENTANG 
 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 2022 

KABUPATEN ASMAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI ASMAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke Ketiga belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 dengan 

memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2022; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Kepala 

Daerah tentang Teknis pemberian Tunjangan Hari Raya 
dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon 
pegawai Negeri Sipil dan Anggota DPRD, juga 

berimplikasi pada perekonomian daerah dan kehidupan 
sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan 

stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian 
dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati 
kepada sesama, dan kemampuan keuangan daerah; 

  
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Asmat tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2022 Kabupaten Asmat. 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 
 

 
 
 

2. Undang-Undang ……../2 

- SALINAN - 



- 2 - 
 

2. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 
 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4245); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

 
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 

dan Penerima Tunjangan tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787); 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
 

16. Peraturan ……../4 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Asmat Tahun 2016 Nomor 3); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4); 

 

18. Peraturan Bupati Asmat  Nomor 82 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN 2022 KABUPATEN ASMAT. 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 

Bupati Asmat. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama 

dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti 

kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil dengan gaji 100%. 

6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. 

 

7. Hari Raya ……../4 
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7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 

8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah anggota 

DPRD Kabupaten Asmat. 

 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

 

Pasal 2 

 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 

diberikan kepada : 

a. Pejabat Negara; 

b. PNS dan Calon PNS; dan 

c. Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak 

diberikan kepada PNS : 

a. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di luar 

instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar 

negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; 

b. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara 

karena diangkat menjadi komisioner atau anggota 

lembaga nonstruktural; dan 

c. Sedang cuti di luar tanggungan Negara. 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu 

sebesar penghasilan 1 (satu) bulan sebelum hari raya. 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) 

bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan 

yang seharusnya diterima karena berubahnya 

penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap 

diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan bagi PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Angota 

DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, 

tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 
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(4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan 

atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan 

tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 

mengenai gaji. 

(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) terdiri dari: 

a. tunjangan jabatan struktural; dan 

b. tunjangan jabatan fungsional. 

(6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan 

resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau 

tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan 

kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, 

insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, 

tunjangan penghidupan luar negeri. 

(7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) antara lain. 

a. Tunjangan profesi guru dan dosen; 

b. Tambahan penghasilan bagi guru PNS; 

c. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan 

bertempat tinggal di daerah terpencil; dan 

d. Tunjangan Papua. 

(8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

(9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak 

penghasilan. 

(10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung 

pemerintah. 

 

Pasal 4 

 

(1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara 

yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya 

dan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) 

bulan gaji terusan. 

 

 
(2) Pembayaran ……../7 
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Ditetapkan di Agats 

pada tanggal 19 April 2022 
 

BUPATI ASMAT, 

ttd 

ELISA KAMBU 

 

(2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 

instansi atau lembaga tempat PNS atau Pejabat Negara 

bekerja. 

 

BAB III 

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

 

Pasal 5 

 

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara 

dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 

tanggal Hari Raya yakni pada bulan April Tahun 2022. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, 

Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal 

Hari Raya. 

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dibayarkan paling cepat pada bulan juli 2022. 

(4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas 

dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022. 

 

Pasal 6 

 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 
 

ISMAIL, SH 
PENATA TK. I 

NIP. 19781209 201104 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Diundangkan di Agats 
pada tanggal 19 April 2022 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT, 

ttd 

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si 

PEMBINA TK. I 
NIP. 19691004 200312 1 007 

 


